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» DATA KEPENDUDUKAN

Disdukcapil
Gencarkan
Upaya Door to
Door

UMBULHARJO—Menjelang pemungutan
suara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja harus kembali
bekerja keras, terutama dalam perekaman KTP
elektronik yang menjadi dokumen wajib bagi
warga berusia 17 tahun ke atas. .

Kepala Disdukcapil Kota Jogja, Septi Sri Rejeki
menuturkan jajarannya terus mempercepat -
perekaman KTP-el khususnya bagi warga
yang belum melakukan perekaman, termasuk
warga lansia dan disabilitas yang terbatas
mobilitasnya.

"Kami harus turun langsung ke masyarakat
untuk jemput bola. Perekaman KTP-el bagi
warga lansia, ke lapas, panti jompo, penyandang
disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa,"
katanya saat dihubungi, Senin (22/1).

Septi mencatat setidaknya ada 326.439 warga
Kota Jogja berusia di atas 17 tahun yang wajib
ber-KTP. Sebanyak 324.158 atau 99,30% di
antaranya telah melakukan perekaman KTP-el.
Khusus untuk warga lansia dan penyandang
disabilitas setidaknya ada 130 orang yang belum
rekam data. Inilah yang saat ini dikejar oleh
Disdukcapil untuk diselesaikan dengan upaya

* jemput bola. "Warga usia 60 tahun ke atas yang
belum rekam data KTP-el hanya 130 orang
atau 0,04 persen. Sekarang baru dilakukan
upaya jemput bola door to door," ujarnya.

Septi mengatakan ada beberapa alasan yang
menjadikan warga lansia dan disabilitas belum
punya KTP. Selain mobilitas yang terbatas, ada
warga yang tak mau melakukan perekaman
KTP-el. Jajarannya juga kesulitan ketika warga
lansia atau disabilitas saat ini tak bertempat
tinggal di Kota Jogja, tapi masih tercatat sebagai
warga Kota Jogja.

Septi mengingatkan, warga akan kehilangan
kesempatan dalam menikmati berbagai layanan
milik pemerintah jika tak memiliki TKP-el.
"Misalnya pelayanan kesehatan yang mewajibkan
adanya KTP-el. Ini menjadi hambatan, jadi
hak sebagai warga negaranya bisa terhambat,"
Kkatanya. (aifi Annissa Karin)
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